
BUPATT MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 3 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT MALUKU TENOAH, 

Merimbang a, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor I I  Tahun 
- . 1999 tentang Retribusi Terminal dan berdasarkan Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka tarif retribusi terminalsaat ini tidak 
sesuai lagi, schingga perlu discsuaikan dengan memperhatikan 
index harga dan perkembangan perekonomian daerah; 

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Peoyesuaian Tarif Retribusi Terminal. 

I. Undang-Uadang Nomor 60 Tahrun 1958 tentang Penctapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku [Lembaran Negara 
Tahun 1958 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 1645), 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Noror 76, Tambahan 
Lembaran Negara Noror 3209), 

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahuan Lembaran Negara Nomor 3699; 

4. Undang-Undang Nomor 46 Tabun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bur dan Kabupaten Mahuku 

Tenggara Barat jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang 
Peru.bahan Atas Undang-Undang 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3896); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286) 

Mengingat; 



• 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat 
dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Mahuku [Lem.baran 
Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4350); 

7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 43355); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Peraerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4444] 

9, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jalan (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4849j 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tphun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049), 

11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tabun 2009 Nomor 96, 
Tarbahan Lembaran Negara Noor 5025); 

12. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lerbaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234]; 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tam bahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) scbagaimana diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Noror 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2015 
Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Noror 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan 
Batas Wil~y~h Kot~ M~dyd D~~rah Tingkat I Arb~n {Leib~r~n 

Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3137), 

15. Peraturan Pererintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nornor 86, Tambahan Le mbaran 
Negara Noror 4655); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 
Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Berta 
Manajcmen Kecbutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 61) 

17. Peraturan Pererintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan 
Lembaran Negara Noror 5594; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 



Menetapkan 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Noror 290, Tambahan Lembaran 
Negara Noior 5772), 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]; 

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angketan Jealan [Berita 
Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Norr 1295] 

21 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 
1989 tcntang Penyidik Pegawai Negeri Sipi; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 97 Tahun 
2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Malukcu Tengah Tahun 2009 Nomor S5); 

23 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 12 

Tahun 1999 tentang Tempat khusus Parkir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Maluleu Tengah Talun 1999, 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susuntan Perangkat Daerab 
Kabupaten Maluku Tengah(Lembaran Dacrah Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun 2016 Nomor 183) 

25. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kcrja Dinas Dacrah 
Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Mahuku 
Tengah Tahun 201 6 Nomor 265) 

BUPATI MALUKU TENGAN 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANO PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI 

TERMINAL 

Pasal I 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penyesuaian tarif Retribusi Terminal. 

Paseal 2 

Penycsuaian Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal l adalah 
sebagai berikut ; 

No JENIS RETRIBUSI 
TARIF 

KETERANGAN 
RETRIBUSJ 

' 
2 3 • 

a Mobil Angkutan Umum. 

- Mobil Penumpang dengan kapasitas s/d 8 Rp. 2000, Per setiap kali 

terpat duduk mnasuk 

- Bus Kecul dengan kapasitas 9 s/d 15tempat Rp. 3000, 

ducduk 


